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PENDAHULUAN

dineH @

&
3
Latar Belakang Masalah
=]
2
@ Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting sekali bagi
5
pﬁaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan
c
kéSejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir peran pajak dalam
=
p§3erimaan terus dinaikkan seiring dengan kebutuhan untuk mendanai pengeluaran
=

nggara yang terus meningkat jumlahnya dan membutuhkan dukungan berupa peningkatan

10,

kebadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara

eqn

jugur, benar dan bertanggung jawab. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran wajib

M

pajak tersebut, Direktorat Jendral Pajak melakukan pengawasan terhadap kepatuhan

2

ue

wajib pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-

®

Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

s:e,bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, bahwa

7]
lﬁbijakan pokok di bidang pajak yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak
S

%r bangsa Negara bisa lebih mandiri dalam pembiayaan negara dan pembangunan

7]
d€ngan membayar pajak tepat waktu.

PS

) Sistem perpajakan Indonesia yang menganut system self assessment yang berlaku

sg.ak tahun 1984, Maka akan memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib
(=]
pgiak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang.
]

ﬁtem self assessment ini selain dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang

uepj Jim) e
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ditentukan oleh tindakan penegakan hukum (law enforcement), salah satu bentuk
gakan hukum ini diwujudkan dengan adanya pemeriksaan pajak.
Penegakan hukum (law enforcement) dilakukan dengan pemeriksaan, penyidikan

penagihan. Sistem pemeriksaan pajak dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan

poran penghasilan, penyerahan, pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak

ge) o
%I'UJ 2ydid yeH

h Wajib Pajak yang akan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib

0 o
SE1) oY 191

ak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu dapat mencegah terjadinya

©
amn

yelundupan pajak oleh Wajib Pajak yang diperiksa. Dengan demikian maka

Ruisig

péimeriksaan pajak merupakan bagian penting dan fungsi pengawasan dalam sistem Self

assessment. (Sukirman:2011)

Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

jewiojujPep s

wgwenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap

)|

taﬁunnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Upaya
A

pgnberdayaan masyarakat melalui sistem ini perlu diikuti tindakan pengawasan guna
9]

n@wujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Fungsi pengawasan dalam lingkup
perpajakan merupakan salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak yang pada

dzsarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan untuk

;.
r&nguji kepatuhan Wajib Pajak. (Kusujarwati:2012)

7]
=  Dalam bidang penegakan hukum, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk
7

r&ngawasi agar proses dan pelaksanaan system Self assessment tetap pada koridor
=

p8faturan perundang-undangan perpajakn yang berlaku. Pilar utama penerapan law
=y

(=]
gforcement di bidang perpajakan adalah kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan

]
p&_nagihan pajak. Dengan demikian kegiatan pemeriksaan dengan upaya penyidikan dan

uepj Jim) e



‘OWYIg] wizi eduey

undede ynjuaq wejep 1ul sijny eAsey ynan)as neje ueibegas yeAuequiadwaw uep ueywnwnbusw bueseyq 'z

‘OWMIg| Jelem Bueh uebunuadey ueyibniaw yepny uediinbuad 'q

SSINISNY 40 TOOHDS
HID NV M

"yejesew niens ueneful} uep Yy uesinuad

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerwl eAsey uesinuad ‘uenijauad ‘ueyipipuad uebuiyuaday yniun eAuey uedinbuad ‘e

&

:1aquins uexingakusw uep uexuwniuedsuaw eduey 1ul siny eAJeY ynan)as neie uelbeqas diynbusw Buedeyq *|

Buepun-buepun 16unpunig exdiy yeH

penagihan pajak sejatinya merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak (yang telah
(@wnatkan oleh UU Perpajakan) dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga agar
k%idor peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten dan
kg]sekuen, baik oleh Wajib Pajak maupun oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak sendiri.

3
(Géinadi:2005)

@
2
@ Namun, dalam rangka mewujudkan system self assessment itu sendiri agar
5
b&jalan dengan efektif, perlu dilakukan pemeriksaan pajak terhadap pemberlakuan

sigtem self assessment karena tidak semua Wajib Pajak akan patuh terhadap

SIustg an

kewajibannya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui penyuluhan,

u

pejadekatan persuasif, pelayanan yang lebih baik, pengawasan dan penagihan. Kepatuhan

=

ngib pajak berfungsi untuk memenuhi kewajiban perpajakan suatu Neagara terutama
=

pé:da kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan yang

befglaku merupakan faktor yang sangat penting sekali untuk meningkatan penerimaan
Q

=
p%ﬁk di Negara ini.

Selanjutnya dalam pasal 29 undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang

tentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai mana telah diubah terakhir dengan

Rdang-undang nomor 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa direktur jendral pajak

MISU|

=)
tiérwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan pemenuhan kewajiban

Rgrpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

)
pgrundang-undangan perpajakan. Dan sebagai perwujudan dari peraturan Menteri
=
Iauangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan

Buu

uepj Jimy exne

ak. Bahwa ketentuan umum mengenai tata cara pemeriksaan pajak telah diatur dalam
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w

peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang tata cara pemeriksaan

p@k sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 82/PMK.03/2011.

T
% Untuk meninjau kembali atas keberhasilan penerimaan pajak dapat dilihat dari
(2]
©

képatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, upaya tersebut harus
3

difakukan dengan menegakan peraturan perpajakan (law enforcement) melalui
=]

peineriksaan pajak.

(9]

g Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk masalah tersebut dalam
slgipsi yang berjudul: “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan
o)

Pényampaian SPT Wajib Pajak Badan dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama
Q.

Jg_karta Sunter Tahun 2011 dan 2012.”
=
)

3
=

Igentifikasi Masalah
A
g,
§ Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengidentifikasi
=
=

mésalahnya sebagai berikut:

®

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta
Sunter?

2. Apa kriteria-kriteria yang menentukan pemilihan WP Badan yang akan
diperiksa oleh kantor pelayanan pajak dalam hal wajib pajak yang tidak patuh
dalam menyampaikan SPT Tahunan?

3. Apakah pemeriksaan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib

pajak dalam menyampaikan SPT?

uepj JIm) exljewsioju] uep siusig 3mpisuj
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4. Apakah ada peningkatan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak
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(KPP) Pratama Jakarta Sunter setelah adanya pemeriksaan terhadap wajib
pajak?
5. Apa Kiriteria Pemeriksaan Pajak yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan

untuk meningkatkan penyampaian SPT Tahunan?

) 93 1811w exdid yeH (J)

asan Masalah

Dari masala-masalah yang identifikasi maka penulis membatasi permasalahan

E=]

"yejesew niens ueneful} uep Yy uesinuad
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1. Kriteria apa saja yang menentukan pemilihan WP Badan yang akan diperiksa

oleh kantor pelayanan pajak dalam hal wajib pajak yang tidak patuh dalam

‘OWMIg| Jelem Bueh uebunuadey ueyibniaw yepny uediinbuad 'q

menyampaikan SPT Tahunan?

2. Apakah pemeriksaan berpangaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib
pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan?

3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP

Pratama Jakarta Sunter tahun 2011 dan 2012.

O
jusi§ amnsuj

tasan Penelitian

:1aquins uexingakusw uep uexuwniuedsuaw eduey 1ul siny eAJeY ynan)as neie uelbeqas diynbusw Buedeyq *|

Karena adanya keterbatasan waktu, biaya, dan data maka penulis membatasi

elitian pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada laporan pajak tahun 2011

dan 2012.

uepj YIMm) e)jj3ewLIojuRuep S
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2. Berdasarkan unit amatan, data yang diamati adalah laporan SPT Tahunan

Wajib Pajak Badan tahun 2011 dan 2012 serta Laporan Penerimaan Pajak.

-égdp eH @

musan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah tersebut maka rumusan masalah

o
)@- g

m penelitian ini adalah “Kriteria apa saja yang menentukan pemilihan WP Badan

g akan diperiksa oleh kantor pelayanan pajak dalam hal wajib pajak yang tidak patuh

Buepun-buepun 16unpunig exdigyey M
<
sy o

dalam menyampaikan SPT Tahunan, Apakah pemeriksaan mempengaruhi peningkatan
o)

kéaatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, dan apakah pemeriksaan
Q.

bg_ipegamh terhadap Penerimaan Pajak™?
=
)
3
=

F. T#juan penilitian

A

Tgjuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah kriteria yang menentukan pemilihan wajib pajak badan

(319 ueny

yang tidak patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan.

2. Mengetahui pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat
kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta
Sunter tahun 2011 dan 2012.

3. Mengetahui apakah ada pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan

pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter tahun 2011 dan 2012.

uepj JIm) exljewsioju] uep siusig 3mpisuj
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. Manfaat Penelitian

»—@il dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

ye

(o]
15 Bagi KPP
Q

Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kepatuhan penyampaian SPT
wajib pajak badan sehingga berpengaruh pada penerimaaan negara dari sektor pajak.

2

13suUl) DY 191 qiw

Bagi peneliti

. Memperoleh data bahan penulisan skripsi ini dan memperluas pengetahuan peniliti
dalam bidang pemeriksaan pajak baik teoritis maupun prakteknya. Dengan penelitian
ini, peneliti berharap dapat memperluas wawasan dalam menganalisis suatu
permasalahan.

3 Bagi pembaca

uerny YIMmy| exilew.oju] uep siusig iny

"Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi yang mendalami bidang

(Cl}o)

perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan dan kepatuhan wajib
pajak dan juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan

penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.
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